PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Bm
asa ol Cran h i gy
. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang
diajukan oleh:

Kamaludin bin a. Talib, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

N,

pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, KelurahV
-

Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Pemohon |;
St. Rahma binti Hasan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
. pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 007,
RW. 003, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima,
sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempeiajar berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan Pemohon |, Pemohon Il dan para saksi di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon H berdasarkan Surat Permohonannya
tertanggal 14 Aprit 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
dengan register perkara Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA Bm, tanggal 14 April 2016
dengan perbaikan, mengemtikakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemchon | dengan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang

menikah secara syanat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2003
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bertempat di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima,
dengan status Pemohon | adatah Duda dan Pemohon Il adalah perawan;

2. Bahwa Pemohon | sebelurn menikah dengan Pemohon |l sudah telah dahulu
menikah dengan Rugayah binti Ahmad pada tanggal 10 Juni 1974 kemudian
diceraikan oleh Pemohon | secara Hukum Islam oleh Pemchon | pada tanggal
15 Mei 1985;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah ayah kandung dari Pemohon ii Hasan bin Ibsah, dengan
mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-
saksi:

a. Ramli bin M. Saleh;
b. Syafrudin bin M. Als;

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l pada saat melangsungkan perkawinan tidak
ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan
menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon il bertempat
tinggal di Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba, Kota Bima selama
lebih kurang 14 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
serta dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bemama: 1. Ardiansyah (L) umur
12 tahun, 2. Putri Inang (P) umur 11 tahun;

6. Bahwa atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon ! tersebut hingga saat ini
tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon | dan Pemohon |
masih beragama Islam;

7. Bahwa pemikahan Pemohon | dan Pemohon il tersebut belum memperoleh

bukti nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan
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Agama Raba, sementara ini para Pemchon membutuhkan akta nikah untuk
alasan hukum dalam mengurus akta kelahiran anak dan keperiuan lain;

8. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon | dan Pemohon {| mohon agar memberi
izin kepada Pemchon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon It pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkarg;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada
Pengaditan Agama Bima agar menetapkan sebagai berikut:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon If;

2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon | dengan Pemchon Il yang
dilangsungkan pada fanggal 04 Aprii 2003 di Kelurahan Rabadompu Timur,
Kecamatan Raba, Kota Bima;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemchon !l untuk mencatatkan
perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan

pertimbangan hakim;

Bahwa, pada han persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon |l masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian
dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilpermohonannya, para Pemohon telah

mengajukan bukti surat dan 2 {dua) crang saksi berupa:
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1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Kamaludin, bukti £.1;

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kamaludin, bukti P.2;

1.3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Pemnikahan Pemchon | dan

Pemohon Ii, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, bukti £.3;
2. Bukti Saksi:

Saksil: Ramli bin M. Saleh. Di bawah sumpah secara terpisah saksi
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai

) tetangga para Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemchon | dan Pemohon 1| sebagai suarmi istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemchon | dengan
Pemachon |l;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon || menikah pada tanggal 04 April
2003 di rumah orang tua Pemohon Il Keiurahan Rabadompu
Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Hasan, bapak kandung
Pemohon [i;

- Bahwa yang mengakadkan pemikahan Pemochon { dan Pemohon
Il adalah bapak kandung Pemohon il sendiri;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pemikahan Pemohon |
dan Pemohon |i adalah saksi sendiri dan Syarifudin bin M. Ali;

- Bahwa ketika menikah status Pemohon | duda dari nikah siri dan
cerai siri dan Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon | dan
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Pemohon Il berupa emas 2 gram dan sudah dibayar;

- Bahwa antara Pemochon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

- Bahwa pada saat pemikahan tidak dihadii oleh Petugas
Pembantu Pencatatan Perkawinan dan pemikahan Pemohon |
dan Pemohon !l belum tercatat;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohoh I mengesahkan
pemikahannya untuk mempercleh buku nikah guna mengurus
akta kelahiran anak;

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dan Pernohon I

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah mempunyai 2 (dua)
aorang anak,

Saksi Il: Syarifudin binti M. Ali. Di bawah sumpah secara terpisah saksi
memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai

tetangga para Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon | dan Pemohon [i sebagai suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 04 April
2003 di rumah orang tua Pemohon It Kelurahan Rabadompu
Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima,

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Hasan, bapak kandung

Pemohon II;
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- Bahwa yang mengakadkan pemikahan Pemohon | dan Pemchon
1l adalah bapak kandung Pemahon Il sendiri;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pemikahan Pemohon |
dan Pemohon | adalah saksi sendiri dan Ramdi bin M. Saleh;

- Bahwa ketika menikah status Pemohon | duda dari nikah siri dan
cerai sin dan Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa mahar yang dibayar dalam pemikahan Pemohon { dan
Pemohon Il berupa emas 2 gram dan sudah dibayar;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada hubungan
mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

- Bahwa pada saat pernikahan tidak dihadii oleh Petugas
Pembantu Pencatatan Perkawinan dan pemikahan Pemohon |
dan Pemohon |l belum tercatat;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemchoh I mengesahkan
pemikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus
akta kelahiran anak;

- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang
keberatan atas pemikahan Pemohon | dan Pemohon I,

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon I} telah mempunyai 2 (dua)
orang anak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon | dan Pemohon |l
menyatakan menerima,;

Bahwa pada akhimya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
keterangan dan bukti-bukti fagi dan memberikan kesimpulan tetap pada
pemmohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu
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tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohcnadalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon |
dan Pemohon |l telah hadirdipersidangan, dan telah memberikan keterangan
secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mmenguatkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan cleh para Pemohon berupa P.1, P.2
dan P.3 telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal
mana sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan para Pemchon
adalah pihak yang berkedudukan di Keluarahan Rabadompu Timur, Kecamatan
Raba, Kota Bima, oleh karenanya harus dinyatakan Pengadilan Agama Bima
berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon | dan Pemohon |l adalah
suami istri yang pemikahannya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama
setempat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai
hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan
dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan
secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana

terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 R.Bg.};
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas
pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya
saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu felah
memenuhi syarat materiil saksi. {Vide: Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemchon | dan Pemohon |l yang
telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon | dan Pemohon I,
serta keterangan dari bapak kandung Pemohon I, Majelis Hakim telah menemukan
fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon | dan Pemohon
Il telah melangsungkan perikahan secara syari’at agama Islam pada tanggal 04
April 2003 di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, dengan
wali nikah adalah bapak kandung Pemohon !l bernama Hasan bin Ibsah, dan 2
(dua) crang saksi bernama Ramli bin M. Saleh dan Syarifudin bin M. Ali dengan
mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara
langsung antara wali nikah dengan Pemohon | tanpa berselang waktu. Antara
Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi
sahnya pemikahan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula
fakta bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tersebut telah secara nyata hidup
sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa
keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua)} orang anak, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemikahan tersebut adalah sah.
(Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pemikahannya dapat
diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon | dan Pemohen il tercatat
sesuai dengan peraturan perundang-undang yang bertaku, disamping itu juga untuk

kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat akia
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kelahiran anak-anaknya. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap
mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permchonan para Pemochon tersebut telah ternyata
mempunyai kepentingan hukum yang layak dan temyata pula pemikahan tersebut
tidak mempunyai halangan perkawinan menunit ketentuan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon agar
pemikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka permohonan Pemohon § dengan Pemohon |f tentang itsbat nikah terhadap
pemikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasat 7 ayat (3) huruf (e)
Kompilasi Hukum tslam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para
Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan
pemikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat dan rukun
pemikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
beraku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat
dikabutkan yaitu pemikahan Pemothon | dan Pemohon |i dapat ditetapkan sahnya;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV,
haiaman 254, sebagai berikut;

Jse ool gai e ddag sy Bana K05 el o #IS5 g ge )

- Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pemnikahan dengan seseorang wanita
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-
syarafnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin
halaman 298, sebagai berikut

) Yy e 0 S g gl iy o A Lgd gl 18

Artinya: °“Maka jika telah ada saksi yang membenkan kelerangan bagi seorang

perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapfah hukum atas
pemikahannya dan kewarisananya”;
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : I 9
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum islam Pasal 7 Ayat (1),
maka kepada Pemohon | dan Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkan
perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat
tinggal Pemohon | dan Pemohon |I;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon (vide:
pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009) yang jurniahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Kamaludin bin A. Talib) dengan
Pemochon |} (St. Rahma binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April
2003 di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima:

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohan Il untuk mencatatkan perkawinannya
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis, tanggat 19 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'han
1437 H. oleh kami H. ahmad Gani, S5.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad

Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarok, masing-masing sebagai Hakim
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Anggota Majelis. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu oleh Zainal Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

£3 ) vi. Ahmagl Gani, S.H.
Hakim gota,

B

Zainal Ismail, S.H.

‘

Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

. 2. Biaya Proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 140.000,00

: 4. Biaya Redaksi “Rp  5.000,00
5. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 231.000,00
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